BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti melihat bahwa
kualitas pelayanan pada perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-
KTP) di Kelurahan Bintaro secara garis besar sudah berjalan dengan baik,
namun disamping itu terdapat sedikit kendala terkait sistem antrean karena
kondisi mesin nomor antrean belum maksimal yang mana terkadang nyala
dan terkadang mati, sehingga hal itu membuat masyarakat bingung
bagaimana sistem pengantrean untuk mendapatkan pelayanan.

Dengan begitu untuk menilai kualitas pelayanan dapat dilihat dari
dimensi pelayanan publik, yang terdiri dari dimensi tangibles, realibility,
responsiveness, assurance, dan empathy. Sedangkan untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik yaitu melalui
motivasi kerja pegawai, sistem kerja dan sistem pelayanan, suasana kerja di
instansi, kemampuan kerja pegawai, lingkungan fisik tempat Kkerja,
perlengkapan dan fasilitas, serta prosedur kerja di instansi.

Jika dilihat dari dimensi pelayanan publik, menunjukkan bahwa
pelayanan publik pada perekaman e-KTP sudah baik, yang mana hal ini dilihat

melalui indikator dari masing-masing dimensi tersebut, yaitu :

1. Dari hasil indikator dimensi tangibles menunjukkan bahwa pegawai
sudah menyediakan fasilitas secara lengkap untuk mendukung kegiatan
pelayanan, berpenampilan rapih dan memakai seragam, dapat
memudahkan masyarakat terkait pelayanan e-KTP, dan sudah
menggunakan alat komunikasi untuk menghubungi masyarakat terkait
pengurusan dan pengambilan e-KTP. Namun, terdapat sedikit kendala
dalam mesin nomor antrean, sehingga membuat masyarakat bingung

terkait sistem antrean untuk mendapatkan pelayanan dari pegawai
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setempat.

2. Dari hasil indikator dimensi realibility menunjukkan bahwa pegawai
sudah detail dan teliti dalam memeriksa kelengkapan berkas, dan
memperhatikan standar pelayanan atau SOP yang ada saat melayani

kebutuhan masyarakat.

3. Dari hasil indikator dimensi responsiveness menunjukkan bahwa
pegawai selalu memberikan respon baik ketika menanggapi keluhan,
kritik dan atau saran dari masyarakat, untuk dijadikan sebagai bahan

perbaikan dan atau peningkatan pelayanan.

4. Dari hasil indikator dimensi assurance menunjukkan bahwa instansi

sudah memiliki jam operasional pelayanan secara jelas dan tepat waktu.

5. Dari hasil indikator dimensi empathy menunjukkan bahwa pegawai dapat
memprioritaskan keperluan masyarakat diatas kepentingan pribadi, dan
dapat menyambut masyarakat serta melayani masyarakat secara sopan

dan dengan sikap ramah.

Jika dilihat dari faktor yang mempengaruhi pelayanan publik
menunjukkan bahwa secara garis besar sudah baik, namun memiliki sedikit

kendala. Sebagaimana hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan faktor motivasi kerja karyawan memiliki pengaruh dalam
dimensi responsiveness dan assurance, yang mana menunjukkan bahwa

pegawai memiliki performa kerja yang baik.

2. Berdasarkan faktor sistem kerja dan sistem pelayanan memiliki pengaruh
dalam dimensi realibility, responsiveness dan empathy, dimana sistem
yang dilakukan oleh pegawai sudah detail, konsisten, kondusif dan

dinamis.

3. Berdasarkan faktor suasana kerja di instansi memiliki pengaruh dalam
dimensi tangibles, assurance dan empathy, yang mana hal ini

menunjukkan bahwa suasana di ruangan sudah menyediakan fasilitas di
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ruang pelayanan secara lengkap yang dapat digunakan oleh masyarakat
ketika mengantre, sehingga dapat memberikan kenyamanan masyarakat

dan pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan fokus.

4. Berdasarkan faktor kemampuan kerja pegawai memiliki pengaruh dalam
dimensi responsiveness dan assurance, yang mana hal ini menunjukkan
bahwa pegawai mampu mengatasi kendala atau hambatan yang terjadi

saat pelayanan KTP ataupun saat perekaman e-KTP berlangsung.

5. Berdasarkan faktor lingkungan fisik tempat kerja memiliki pengaruh
dalam dimensi tangibles dan empathy, yang mana hal ini menunjukkan
bahwa keadaan lingkungan ini sudah bersih, rapih dan wangi, serta

pegawai selalu menjaga lingkungan ruang pelayanan.

6. Berdasarkan faktor perlengkapan dan fasilitas mempengaruhi dimensi
tangibles, yang mana hal ini menunjukkan bahwa perlengkapan dan
fasilitas yang digunakan untuk melakukan perekaman e-KTP sudah
lengkap dan high quality, namun memiliki kendala dalam sistem antrean
yang disebabkan karena mesin nomor antrean yang belum maksimal,
yang mana mesin tersebut terkadang nyala dan terkadang mati, sehingga
masyarakat yang ingin mengambil nomor antrean terkadang bingung

bagaimana sistem antrean untuk mendapatkan pelayanan.

7. Berdasarkan faktor prosedur kerja pegawai memiliki pengaruh dalam
dimensi realibility dan assurance, yang mana hal ini menunjukkan bahwa
terkait syarat, alur dalam kegiatan pelayanan sudah diinformasikan secara

detail dan jelas.

Saran

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, baik itu analisis observasi yang
sudah dilakukan oleh peneliti, sampai dengan strategi yang ditetapkan. Maka
peneliti akan memberikan beberapa saran kepada pegawai Kantor Kelurahan

Bintaro supaya dapat semakin lebih mengoptimalkan kualitas pelayanan
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publik, terutama dalam pelaksanaan perekaman e-KTP, yang mana hal ini

dilakukan dengan cara :

1.

Mengingat mesin antrean yang belum maksimal, maka pegawai di
Kelurahan Bintaro perlu melakukan perbaikan atau penggantian mesin
nomor antrean dengan segera, supaya dapat memberikan jaminan
kepastian dan kejelasan dalam menunggu antrean pelayanan e-KTP.

Mengingat jumlah blangko yang diberikan oleh Kemendagri hanya
sedikit, maka pihak Kelurahan Bintaro perlu untuk menanyakan kepada
pihak Kemendagri terkait ketersediaan blangko. Supaya masyarakat
dapat mengetahui dengan pasti berapa lama mereka harus menunggu

untuk mengetahui kapan e-KTP mereka akan dicetak.
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